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MOTTO : 

“Hiduplah dengan bijak seolah akan mati esok hari” 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu 

beriman” 

(Qs. Al Imran : 139) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah 

mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” 

(Qs. Al Baqarah : 216) 

 

 

     Atas Rahmat Allah SWT 

Kupersembahkan Kepada: 

1. Kedua orangtuaku yang tersayang, 

2. Keenam saudaraku, 

3. Keluarga besarku yang selalu kusayangi, 

4. Patnerku, 

5. Sahabat dan teman-teman aktivis yang 

selalu kubanggakan, 

6. Almamater kebanggaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara hukum mengatur setiap tindakan warga 

negaranya melalui berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-

undangan. Perumusan peraturan perundang-undangan sendiri salah satunya dapat 

diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat yang diutus oleh 

masing-masing Partai Politik yang mengusungnya sebagai salah satu bentuk 

jalannya sistem demokrasi pemerintahan. Partai politik memiliki fungi untuk 

mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan 

bersama, dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, partai politik 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern.
1
 

 Partai politik merupakan parameter demokrasi yang memiliki peran 

sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, dalam menjalankan 

perannya tersebut, partai politik berkewajiban memilih dan merekrut wakil rakyat 

yang terbaik yang nantinya dapat menyuarakan kepentingan rakyat di parlemen 

untuk menghasilkan produk perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak 

pada rakyat kecil. Salah satu tugas para kader partai politk di parlemen nantinya 

bertindak aktif dan terlibat dalam proses pembentukan hukum yang memegang 

peranan penting dalam setiap pembangunan sistem hukum nasional sehingga 

mampu membawa bangsa Indonesia mencapai cita dan tujuan negaranya, hal ini   

                                                           
1
 Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, 

Jakarta, Friedrich-Ebert Stiftung (FES), 2012, hlm.26. 
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selaras dengan asas partai politik yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa asas Partai Politik 

tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu dibutuhkan pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila sebagai norma fundamental negara dan UUD 1945 sebagai aturan 

dasar atau aturan pokok negara. 

 Membentuk Undang-Undang (UU), artinya menciptakan landasan 

operasional bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta 

membuat landasan berperilaku bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga sangat 

diperlukan pemahaman yang sangat mendasar mengenai permasalahan. 

Memahami suatu permasalahan atau realitas yang ada bukan pekerjaan yang 

mudah, diperlukan metode penelitian yang tepat sehingga membawa pada pilihan 

penyelesaian yang juga tepat untuk permasalahan tersebut. Artinya, di dalam 

pembentukan Undang - Undang, akan berbahaya sekali jika pembentuknya tidak 

memahami persoalan secara mendasar karena akan memangkas lagi ide dan 

gagasan yang akan tertuang dalam bahasa teks peraturan perundang-undangan.
2
 

 Pancasila sebagai dasar fundamental negara memiliki kedudukan sebagai 

sumber dari segala sumber hukum Indonesia, hal ini termuat dalam ketentuan 

                                                           
2
 Ricca Anggraeni, Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam 

Pembentukan Undang-Undang. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm.291. 
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peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa “Pancasila merupakan sumber 

segala sumber hukum negara”.  Berdasarkan hal tersebut maka diketahui jika 

Pancasila bukan sebagai dasar hukum namun sebagai sumber dari di 

berlakukannya sebuah hukum. Pengaturan ini bermula dari di tetapkannya 

Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 

jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi 

sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak 

sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. 

 Pada masa reformasi, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber 

hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR Nomor 

III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan.
3
 Akan tetapi, dalam TAP MPR ini tidak ditegaskan secara eksplisit 

tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum 

nasional. Oleh sebab itu, di buatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna mempertegas 

kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Namun, 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU ini, TAP MPR 

sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan. Karena itu, UU tersebut kemudian 

                                                           
3
 Fais Yonas Bo‟a, Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, 

Jurnal Konstitusi, Vol.15, No.1, Maret 2018, hlm.29. 



4 
 

 
 

diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12  

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

mengatur tentang hal yang sama yaitu Pasal 7 ayat (1), TAP MPR kembali 

dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di 

bawah UUD 1945. Kehadiran UU ini menunjukkan Pancasila sebagai sumber 

tertib hukum penting untuk diberi legitimasi yuridis agar memenuhi unsur 

kepastian dalam sistem hukum. Akan tetapi, walaupun Pancasila sebagai sumber 

segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun 

dalam UU tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan 

peraturan perundang-undangan.
4
  

 Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum 

tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hierarki perundang-

undangan sehingga munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-

undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang (UU) dan ataupun 

Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk 

itu, sudah menjadi kebutuhan dalam berhukum agar memasukkan Pancasila dalam 

peraturan perundang-undangan.
5
 

                                                           
4
 Jawahir Thontowi, Pancasila Dalam Perspektif Hukum;Pandangan Terhadap Ancaman 

The Lost Generation, Yogyakarta,  UII Press, 2016, hlm. 45. 
5
 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta, Media 

Perkasa, 2013, hlm. 69. 
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 Selain disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan permasalahan 

lainnya ialah sejumlah produk hukum yang dirumuskan oleh para anggota dewan 

sebagai wakil rakyat yang diusung oleh partai politik tidak mencerminkan nilai - 

nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sejak 

tahun 2003-2020, sekitar 264 (dua ratus enam puluh empat) gugatan atau 

pengujian UU yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan 

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu penyebabnya 

dikarenakan awal era reformasi juga pernah terjadi kesalahan diagnosa dan keliru 

mengambil kebijakan politik terhadap Pancasila. Kekeliruan itu terjadi ketika 

kelompok reformis pada waktu itu berpendapat bahwa Pancasila itu milik rezim 

Orde Baru sehingga harus ditiadakan keberadaannya. Akibatnya Tap MPR Nomor 

II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) 

dicabut, lembaga Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan 

dan Pengalaman Pancasila (BP7) di bubarkan dan dilakukan juga penghapusan 

mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan 

perguruan tinggi.
6
 

 Permasalahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan 

Pancasila juga terjadi pada produk - produk hukum daerah yang dirumuskan oleh 

                                                           
6
 Ahmad Basarah: Pancasila Belum Digunakan Sebagai Sumber Pembentukan Hukum, 

Gatra Media Group, 18 April 2018. https://www.gatra.com/detail/news/317967-Ahmad-Basarah:-

Pancasila-Belum-Digunakan-Sebagai-Sumber-Pembentukan-Hukum, diakses pada tanggal 08 

Oktober 2020. 

https://www.gatra.com/detail/news/317967-Ahmad-Basarah:-Pancasila-Belum-Digunakan-Sebagai-Sumber-Pembentukan-Hukum
https://www.gatra.com/detail/news/317967-Ahmad-Basarah:-Pancasila-Belum-Digunakan-Sebagai-Sumber-Pembentukan-Hukum
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kemendargri akan mencabut Perda 

yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
7
 

 Permasalahan tersebut menandakan bahwa memudarnya nilai Pancasila 

yang terdapat di dalam perumusan Undang - Undang maupun Peraturan di 

bawahnya, padahal dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV disebutkan bahwa 

Negara Republik Indonesia dibentuk dengan berdasarkan pada sila-sila Pancasila. 

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 terkandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam 

menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan 

atau melanggar nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila.
8
 

 Kedudukan Pancasila dalam konteks pembangunan hukum dan dalam 

praktek penyelenggaraan negara harus mampu menjadi landasan 

Konstiusionalisme sebuah UUD dan penjabarannya pada norma perundang-

undangan yang bersifat regeling maupun beschiking. Pancasila berfungsi dalam 

menafsirkan konstitusi dan terhadap keberlakuannya menegaskan bahwa semua 

produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan jika terdapat produk 

hukum yang bertolak belakang dengan Pancasila maka secara konstitusionalitas 

harus dibatalkan.
9
 

  Pancasila seharusnya tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia 

tanpa terkecuali, nilai - nilai Pancasila hendaknya dapat dilaksanakan dan menjadi 

                                                           
7
 Bangda.kemendagri.go.id, Mendagri Cabut Peraturan Daerah Bermasalah, 2016 ( 

https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_ber

masalah ), diakses pada 08 Oktober 2020. 
8
 Any Ismawati, Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. YUDISIA, 

Vol. 8 No. 1, Juni 2017 hlm.60. 
9
 Ria Casmi Arrsa, Deidelogi Pancasila (Analisis Kritis Perspektif Sejarah Hukum 

Ketatanegaraan Indonesia), Malang, UB Press, 2011, hlm.156. 

https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_bermasalah
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_bermasalah
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dasar dalam bertindak terutama bagi pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan 

tugas dan kewajibannya khususnya bagi para wakil rakyat yang menduduki 

parlemen. Kewajiban dan peran serta eksistensi partai politik memegang kendali 

untuk mewujudkan hal ini sebab Dewan Perwakilan Rakyat pada kenyataannya 

merupakan anggota masing-masing Partai Politik hal ini selaras dengan Pasal 22E 

ayat (3) UUD 1945 Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik dimana seharusnya Partai Politik tidak diperkenankan untuk 

mengedepankan kepentingan golongan semata. 

  Di Indonesia masih terjadi dominasi politik terhadap perumusan produk 

hukum sehingga tidak lagi seimbang antara hukum dan politik syarat dengan 

politik kepentingan dalam perumusannya sehingga kualitas yang dihasilkan tidak 

menyentuh bahkan tidak menjawab persoalan yang timbul dalam masyarakat 

karena tujuan dibuatnya produk hukum untuk kepentingan yang berkepentingan 

salah satunya partai politik. Tetapi realitanya hukum tidak akan pernah terlepas 

dari politik dalam perumusannya hanya saja yang perlu diperhatikan arah politik 

yang bagaimana yang bisa melahirkan produk hukum yang responsif.
10

 Hukum 

responsif yang dimaksud tersebut adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, yaitu pencerminan 

nilai kemanusiaan dan nilai keadilan.
11

 

                                                           
10

 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2012, hlm.16. 
11

 Abdul Razak Yadyn, Aswanto, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju 

Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila, (www.pasca.unhas.ac.id), diakses 

pada 08 Oktober 2020. 
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 Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, urgensi penelitian ini adalah untuk 

mengetahui eksistensi partai politik dalam mewujudkan produk hukum berupa 

peraturan perundang - undangan yang berlandaskan Pancasila yang menjiwai 

perumusan peraturan perundang-undangan tersebut agar tewujudnya suatu hukum 

responsif. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat ditarik beberapa rumusan 

masalah diantaranya : 

1. Bagaimana eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan Pancasila ?  

2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan eksistensi partai politik dalam 

mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila ? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai 

tugas akhir dari sebuah penelitian dan juga berfungsi untuk menerangkan serta 

menjelaskan penelitian yang hendak dilakukan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui dan menjelaskan eksistensi partai politik dalam mewujudkan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila. 

2. Mengetahui dan menjelaskan upaya meningkatkan eksistensi partai politik 

dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan guna 

menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum tata negara khususnya 

kajian tentang eksistensi partai politik dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam bidang 

hukum tata negara dan dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, 

mahasiswa, maupun pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup agar permasalahan 

dan pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari kajian penelitian maka ruang 

lingkup dalam penelitian ini dibatasi mengenai eksistensi partai politik dalam 

mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Teori negara hukum dianggap sebagai teori yang universal, namun 

implementasinya memiliki karakteristik beragam. Sejak masa Yunani Kuno ide 

negara hukum telah tumbuh, hal ini diungkapkan oleh filsuf Yunani Kuno 

bernama Plato dan Aristoteles. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa 

penyelanggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang 

baik.
12

 Gagasan Plato ini kemudian didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang 

menuliskan ke dalam sebuah buku Politica. Menurut Aristoteles, negara yang baik 

ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 

Di zaman modern, teori negara hukum dibedakan menjadi dua yakni Eropa 

Kontinental dan Aglo Saxon. Negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan 

oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte yang menyebutnya 

dengan istilah Rechtsstaat dengan sistem hukum Civil Law. Immanuel Kant 

memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam (nachtwakerstaat) yang 

bertujuan menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, gagasan inilah yang 

kemudian melahirkan negara hukum liberal. Immanuel Kant juga berpendapat 

bahwa ada dua pokok yang menjadi perkembangan prinsip negara hukum, 

pertama pembatasan kekuasaan dan kedua perlindungan hak asasi manusia.  

 

                                                           
12

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta, PT.Raja Grafindo 

Persada,2018,hlm.2. 
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Menurut Stahl yang dilhami oleh pemikiran Immanuel Kant, unsur-unsur 

negara hukum (rechtsstaat) antara lain :
13

 

a. Perlindungan hak asasi manusia; 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, teori negara hukum dikembangkan 

oleh A.V. Dicey yang mengemukakan bahwa dalam suatu negara hukum harus 

mengandung 3 (tiga) unsur utama yakni :
14

 

a) Supremacy of Law. 

Dalam sebuah negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi 

tertinggi dalam hierarki, kekuasaan yang ada harus tunduk pada hukum 

bukan sebaliknya hukum tunduk terhadap kekuasaan, bila hukum yang 

tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk 

dapat membatalkan hukum, artinya hukum dijadikan sebuah alat untuk 

membenarkan kekuasaan. Di mana yang seharusnya hukum dijadikan 

“tujuan” untuk melindungi setiap kepentingan rakyat. 

b) Equality before the law. 

Dalam sebuah negara hukum kedudukan penguasa dan rakyat 

adalah sama (sederajat), yang membedakannya hanya sebatas pada 

fungsinya, yakni pemerintah mempunyai fungsi mengatur sedangkan 

                                                           
13

 Ibid., hlm.3. 
14

 Moh. Mahmud MD, Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, 

Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 

2008, hlm.15. 



12 
 

 
 

rakyat yang diatur. Baik yang mengatur dan yang diatur pedomannya 

tetap satu, yakni undang-undang. Jika tidak ada persamaan di dalam 

hukum, maka orang yang memiliki kekuasaan akan merasa kebal 

terhadap hukum.  

c) Constitution based on individual rights. 

Dalam individual rights, terdapat 3 hal pokok, yakni : 1. The rights 

to personal freedom (kemerdekaan pribadi), merupakan sebuah hak 

untuk melakukan suatu hal yang dianggap baik bagi diri sendiri,dengan 

tidak merugikan orang lain; 2. The rights to freedom of discussion 

(kemerdekaan berdiskusi), merupakan hak seseorang untuk 

mengemukakan pendapat dan mengkritisi suatu hal, dengan catatan harus 

bersedia mendengarkan pendapat orang lain dan juga bersedia menerima 

segala kritikan dari orang lain; 3. The rights to public meeting 

(kemerdekaan mengadakan rapat), meskipun diberikan kebebasan namun 

kebebasan ini harus dibatasi agar tidak keluar dari porsinya sehingga 

tidak menimbulkan kekacauan. 

Gustav Radburch mengemukakan bahwa salah satu konsep dari negara 

hukum yakni adanya jaminan dalam penegakan hukum serta tercapainya tujuan 

hukum. 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu 

keadilan, kemanfaatan (doelmatigheid), serta kepastian hukum.
15

 Tujuan pokok 

dari hukum adalah ketertiban dan tercapainya keadilan. Untuk mencapai 

ketertiban dibutuhkan kepastian hukum. Dan untuk mencapai sebuah tertib 

                                                           
15

 Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam 

Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam,Muzahib, Vol.XV, Nomor.1, Juni 2016, 

hlm.22. 
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hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum memiliki peran penting.
16

 Hukum 

di Indonesia bertujuan untuk mengubah sikap perilaku serta mental tradisional ke 

arah yang dicitakan yakni lebih beradab dan modern, dengan tetap mengutamakan 

sumber hukum formal baik Undang-Undang, keputusan-keputusan hakim atau 

yurisprudensi sebagai sebuah prasarana dalam pembaharuan masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik adalah peraturan 

perundang-undangan yang membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak 

warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat 

menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara 

sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara, sehingga 

dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek 

positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. 

Konsep negara hukum dan kaitannya dengan pancasila adalah bahwa untuk 

mewujudkan Negara hukum tentunya harus sesuai dengan ideologi, budaya dan 

karakter bangsa Indonesia.  

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori negara hukum karena teori 

negara hukum memberikan landasan argumentasi dan dasar peran bagi partai 

politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan 

tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Sesuai dengan unsur negara hukum, penyelenggaraan negara harus diatur dan 

dilaksanakan berdasarkan hukum, atau yang sering dikenal dengan supremasi 

                                                           
16

 Faisal A. Rani, Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara 

Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum, Disertasi, Program 

Pasca Sarjana, Bandung, Unpad, 2002, hlm. 25. 
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hukum. Teori negara hukum ini bisa membantu peneliti untuk menjawab 

permasalahan pertama terkait eksistensi partai politik dalam mewujudkan 

peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila karena pada dasarnya 

konsep negara hukum tidak bisa terlepas dari unsur-unsur Pancasila.   

2. Teori Checks and Balances.  

Teori checks and balances adalah konsepsi gabungan kekuasaan yang 

menghendaki tiga cabang kekuasaan saling membatasi satu sama lain. Bagi C.J. 

Ville, checks and balances memiliki korelasi yang erat kaitannya dengan 

pemisahan kekuasaan.
17

 Checks merupakan fungsi yang mengontrol satu 

kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya, dan fungsi yang bermanfaat menciptakan 

keseimbangan (balance) terhadap kekuasaan lain.
18

 Teori checks and balances 

menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat dan 

saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat dengan mudah diatur, 

dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya.
19

  

Sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan 

rakyat dapat berfungsi sebagai checks and balances bagi lembaga lainnya.
20

 

Prinsip checks and balances dapat diterapkan dengan mendesain lembaga 

perwakilan rakyat tersebut, baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan.
21

 

John A. Jacobson mengemukakan bahwa lembaga perwakilan rakyat terdiri dari 

                                                           
17

 Ibnu Sina Chandranegara, Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi,  

Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Nomor 3, September 2016, hlm.555. 
18

Ibid, hlm.560. 
19

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 

2010, hlm.61. 
20

 Syofyan Hadi, Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan 

Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), Jurnal 

Ilmu Hukum, Edisi Januari – Juni 2014, ISSN: 0853-8964, hlm.49. 
21

 Ibid, hlm.50 
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dua bentuk, yakni lembaga perwakilan satu kamar (unicameral) dan lembaga 

perwakilan dua kamar (bicameral). Namun saat ini ada beberapa negara telah 

mengembangkannya, menjadi lembaga perwakilan tiga kamar yang disebut 

tricameral.
22

  

Lembaga perwakilan yang memungkinkan menerapkan checks and 

balances yakni lembaga perwakilan yang menganut sistem bicameral ataupun 

sistem tricameral. Dengan lembaga perwakilan seperti ini, maka berbagai 

kebijakan tidak hanya diputuskan oleh satu lembaga, tetapi harus melalui dua 

lembaga, yakni majelis tinggi maupun majelis rendah. Namun realitanya kualitas 

checks and balances ditentukan oleh kuat lemahnya kewenangan yang dimiliki 

masing-masing lembaga perwakilan.
23

 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori checks and balances untuk 

menjawab permasalahan kedua terkait upaya meningkatkan eksistensi partai 

politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila 

karena teori checks and balances bisa untuk mengontrol, membatasi dan 

mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara sehingga penyalahgunaan kekuasaan 

dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan teori checks and balances ini sangat 

penting karena bisa menciptakan hubungan kerjasama yang baik antar lembaga 

negara yang ada, baik itu dalam lembaga legislatif maupun kerjasama antara 

lembaga legislatif dan eksekutif dengan tetap mengacu pada kewenangan yang 

dimiliki oleh masing-masing lembaga negara. 

                                                           
22

 Saldi Isra, Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah 

Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol 1 No.1 Juli 2004, hlm.116. 
23

 Syofyan Hadi, Op.Cit., hlm.51. 
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3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

Hans Kelsen berpendapat, norma itu berjenjang dan juga berlapis dalam 

suatu hierarki, artinya norma yang lebih rendah akan selalu bersumber dan 

berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan selalu 

membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas hingga tidak bisa ditelusuri lebih 

lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, yang disebut dengan norma dasar atau grundnorm. 

Norma dasar bersifat presupposed artinya ditetapkan oleh seluruh elemen 

masyarakat secara bersama-sama. Hans Nawiasky juga mengeluarkan sebuah 

teori tentang jenjang norma dalam sebuah negara yang terbagi dalam kelompok-

kelompok antara lain sebagai berikut:
24

 

Kelompok I : Staats fundamnetal norm atau norma fundamental negara  

Kelompok II : Staats grundgesetz atau aturan dasar negara atau aturan 

pokok negara 

Kelompok III : Formell Gesetz atau undang-undang formal  

Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung atau sebuah aturan 

pelaksana dan aturan otonomi.  

Teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum diilhami oleh Adolf 

Merkl dengan menggunakan teori das doppelte rech stanilitz, yaitu norma hukum 

yang memiliki dua wajah, yang dalam pengertiannya: Norma hukum yang ke atas 

bersumber serta berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke 

bawah, menjadi dasar sekaligus menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. 

Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (rechkracht) yang relatif 

                                                           
24

 Sony Maulana Sikumbang, dkk Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 

Book Section, Jakarta, Universitas Terbuka, 2016, hlm.134. 
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karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang 

diatasnya, sehungga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau 

dihapus, maka norma hukum yang juga berada dibawahnya otomatis tercabut atau 

terhapus.
25

 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori hierarki peraturan 

perundang-undangan karena teori ini selaras dengan hierarki peraturan perudang-

undangan yang ada di Indonesia dimana peraturan perundang-undangan di 

Indonesia selalu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, artinya norma yang 

lebih rendah akan selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi seperti yang 

dikemukakan dalam teori Hans Kelsen. Selain itu norma ini bersumber pada 

norma dasar seperti yang dikemukakan Hans Nawiasky, dalam hal ini yang 

menjadi norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia adalah Pancasila sehingga teori ini bisa membantu peneliti dalam 

menjawab permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini. 

G. Kerangka Konseptual 

1. Partai Politik 

Menurut Joseph Lapalombara & Myron Weiner, ada tiga teori yang 

menjelaskan tentang asal usul pertumbuhan partai politik. Pertama, teori 

kelembagaan yang melihat adanya keterhubungan antara awal parlemen dan 

munculnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat munculnya 

partai politik sebagai upaya mengatasi krisis akibat perubahan masyarakat secara 

                                                           
25

 Ahmad Gelora Mahardika, Politik Hukum Hierarki TAP MPPR Melalui Amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, Nomor.3, September 2019, 

hlm.347. 
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luas. Ketiga, teori pembangunan yang memandang partai politik sebagai produk 

modernisasi sosial ekonomi.
26

 

Roger F. Soltau mengemukakan bahwa partai politik adalah sekelompok 

warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik 

dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai 

pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri.
27

 Dalam konstelasi 

kebijakan negara, partai politik sebagai entitas politik praktis sedangkan legislatif 

sebagai kepanjangan tangan partai politik. Maksudnya dalam pelaksanaan politik, 

partai politik sebagai wadah yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat dan 

sebagai perpanjangan tangan partai politik maksudnya yaitu kader-kader partai 

politik yang duduk di lembaga legislatif harus dapat mengartikan aspirasi dari 

masyarakat serta menyuarakan keinginan masyarakat dengan cara membela 

kepentingan masyarakat luas.
28 Artinya secara sederhana partai politik merupakan 

representation of ideas yakni mewakili kepentingan-kepentingan warga. 

Fungsi partai politik antara lain :
29

 

a. Sebagai sarana komunikasi politik 

Komunikasi politik sebagai salah satu fungsi input dalam sistem 

politik yang pada hakekatnya menggambarkan proses penyampaian 

informasi politik. Partai politik merumuskan segala kebijakan pemerintah 

ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan begitupun 

sebaliknya segala aspirasi, keluhan, protes, dan  tuntutan masyarakat 

                                                           
26

 P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm,187. 
27

 Ibid., hlm.188. 
28

 Efriza, Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia, Malang, 

Setara Press, 2014, hlm.257. 
29

 P. Anthonius Sitepu, Op.Cit., hlm.189-192. 
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diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dimengerti 

oleh pemerintah, sehingga proses komunikasi politik antara pemerintah 

dan masyarakat dapat berlangsung efektif melalui partai politik. 

b. Sebagai sarana sosialisasi politik 

Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seseorang 

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku di 

dalam masyarakat. Partai politik berfungsi untuk melakukan penyaluran 

nilai-nilai, norma, aturan atau kebiasaan politik yang benar kepada 

konstituensnya dan warga masyarakat, dalam hal ini cara yang dapat 

dilakukan partai politik dengan cara sosialisasi politik formal dan 

sosialisasi politik secara non-formal, serta sosialisasi politik secara 

informal. 

c. Sebagai sarana rekrutmen politik 

Tujuan utama partai politik adalah untuk terlibat dalam politik 

praktis kepemerintahan, maka partai politik melakukan rekrutmen politik 

guna mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dalam lembaga-lembaga 

politik (negara) seperti DPR. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai 

politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader 

yang berkualitaslah partai politik tersebut memiliki kesempatan yang lebih 

besar untuk mengembangkan diri. 

d. Sebagai sarana partisipasi politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, 
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dalam hal ini partai politk membuka kesempatan, mendorong, dan 

mengajak para anggotanya dan anggota masyarakat untuk menggunakan 

partai politik sebagai penyalur kegiatan politik. 

e. Sebagai sarana pengatur konflik 

Partai politik berfungsi mengendalikan konflik dengan cara 

berdialog dengan pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan 

berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan 

membawa permasalahan ini ke dalam musyawarah badan perwakilan 

rakyat agar mendapat penyelesaian berupa keputusan politik. 

2. Peraturan Perundang-Undangan 

Istilah peraturan perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau 

gesetzgebung) dijelaskan oleh beberapa ahli, yaitu; 

a. Menurut S.J. Fockema Andreae, legislation, wetgeving, atau gesetzgebung 

bisa berarti : 1) proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di 

tingkat pusat maupun daerah; 2) perundang-undangan sebagai hasil 

pembentukan peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun daerah.
30

 

b. John M. Echols dan Hassan Shadily, istilah legislation berarti: 1) 

perundang-undangan; 2) pembuatan undang-undang.
31

 

c. Adolf Heiken, menterjemahkan istilah Gesetzgebung dengan pengertian 

perundang-undangan.
32
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Yogyakarta, Kanisius,2002, hlm.2. 
31

 Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan, Teori dan Praktik di Indonesia, Depok, 

PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.6. 
32

  Ibid., hlm.7. 



21 
 

 
 

Peraturan perundang-undangan dalam arti materil adalah setiap keputusan 

tertulis yang dikeluarkan penjabat yang berwenang yang isinya mengikat umum. 

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, memiliki fungsi yang 

strategis karena: 1) peraturan perundang-undangan merupakan kaedah hukum 

yang mudah dikenali (diidentifikasi); 2) memberikan kepastian hukum; 3) struktur 

dan sistematika yang jelas sehingga memungkinkan untuk dapat diperiksa 

kembali dan diuji; 4) pembentukan dan pengembangan yang dapat direncanakan. 

I.C. Van Der Viles dan A. Hamid Attamimi, mengemukakan bahwa dalam 

menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, dibagai menjadi dua 

klasifikasi, yakni asas formal dan asas material.
33

 Selain itu pembentukan 

peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan dua asas, yang pertama 

asas hukum umum yaitu asas yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi 

pembentukan isi peraturan perundang-undangan dan kedua asas hukum khusus 

yang memberikan pedoman serta bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam 

bentuk susunannya, baik bagi metode pembentukannya, bagi proses, serta bagi 

prosedur pembentukannya.
34

 Asas peraturan perundang-undangan Indonesia yang 

patut harus sesuai dengan
35

: 1) cita hukum Indonesia, yakni Pancasila; 2) norma 

fundamental negara yang tidak lain juga Pancasila; 3) asas-asas negara atas 

hukum yang menempatkan undang-undang sebagai keutamaan hukum (der 

Primat des Rechts); dan 5) asas-asas pemerintahan yang berdasarkan sistem 
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konstitusi. Pada hakekatnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

mengacu pada tiga landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan filosofis. 

3. Pancasila 

 Pancasila merupakan dasar ideologi atau landasan ideologi bangsa. Kata 

“ideologi” berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, 

cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang 

pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang 

sifatnya tetap dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita tersebut dapat menjadi 

dasar, pandangan, dan paham.
36

 Menurut Prof. Notonegoro, ideologi dapat 

ditinjau dari dua pengertian, yaitu : dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam 

arti sempit, ideologi adalah cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan 

praktek penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti luas, ideologi ialah ilmu 

pengetahuan mengenai cita-cita negara.
37

  Pancasila sebagai sebuah ideologi harus 

menjadi pengawal negara sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa 

Indonesia. 

 Pancasila dibentuk atau dipersiapkan kelahirannya oleh bangsa Indonesia, 

hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 lahir ditangan Soekarno yang menjadi 

penggagas Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Proses perumusan 

Pancasila secara formal telah dilakukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Sidang Panitia Sembilan, 
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dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga akhirnya 

disahkan sebagai dasar atau ideologi bangsa Indonesia.  

 Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan dengan agenda membahas pidato 

yang berkaitan dengan usulan dasar negara, namun pembahasan ini hanya 

dilakukan oleh sembilan tokoh yang sering disebut Panitia Sembilan. Melalui 

rapat-rapat intensif, akhirnya Panitia Sembilan berhasil merumuskan Pancasila 

yang kemudian dikenal dengan istilah “Piagam Jakarta” yang susunannya 

tercantum dalam Draf Pembukaan Undang-Undang Dasar, antara lain:
38

 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang 

pertama dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perumusan Pancasila. Namun 

menariknya, pada waktu ditetapkan, Alinea ke-empat pembukaan Undang-

Undang Dasar mengalami perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila dari 

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur 

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari 

sisi normatif.
39

 Dalam penelitian hukum normatif, logika keilmuan hukum 

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif. 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan 

bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk 

menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap 

pokok permasalahan.
40

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting karena dapat menjadi pijakan 

dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang 

sedang dihadapi. Teori atau doktrin dapat digunakan untuk memperjelas ide-ide 

yang akan berguna dalam memberikan pengertian-pengertian hukum, serta konsep 

hukum, maupun asas hukum yang relavan dengan permasalahan.
41
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b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang 

dihadapi.
42

 Pendekatan ini mempunyai kegunaan praktis karena membuka 

berbagai kesempatan bagi peneliti untuk dapat mempelajari adakah konsistensi 

dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 

suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil telaah dari 

pendekatan ini merupakan argumen hukum yang berguna untuk memecahkan isu 

hukum yang dihadapi.
43

 

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan historis dilakukan untuk memahami sejarah atau filosofi 

aturan hukum yang berkembang dri waktu ke waktu agar bisa memahami 

perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
44

 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan 

pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru 

tentang suatu fakta yang diketahui serta mengenai suatu gagasan (ide).
45
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Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini antara lain : 

a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami 

bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, 

peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sejarah, dan hasil-hasil penelitian 

lainnya.
46

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan 

petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, kamus 

hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
47
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

atau bahan penelitian dengan metode studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum 

normatif, studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan 

data yang utama, karena asumsi dasar penelitiannya bersandar pada norma hukum 

positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, serta putusan-

putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis. Studi 

kepustakaan adalah kegiatan menelusuri, mengumpulkan, dan memeriksa 

dokumen-dokumen atau kepustakaan yang bisa memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.
48

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni 

data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata 

secara jelas, efektif, dan sistematis.
49

 Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis 

secara normatif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang 

diawali dengan penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi bahan hukum 

yang ringkas untuk dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduksi. 

Penggunaan metode deduksi berawal dari pengajuan premis mayor (pernyataan 

bersifat umum) kemudian selanjutnya diajukan premis minor (pernyataan bersifat 

khusus), lalu dari kedua premis tersebut barulah ditarik suatu kesimpulan atau 

conclution.
50

 Sehingga dapat disimpulkan metode deduksi adalah penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan secara khusus. 
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